pendidikan S1,

Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Kabupaten Batang
Hari . Selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama Muara Bulian;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak- pihak berperkara, saksi- saksi dan

serta memeriksa bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya
tertanggal 12 Januari 2011 yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register
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putusan.mahkamahaguneg:

perkara / Januari

dan Termohe

4. Bahwa, pada emohon mengaj ak

Termohon pindah mengajar dan tinggal di rumah orang tua
Pemohon di XXXXX karena Pemohon tidak sanggup lagi
berulang pulang ke XXXXX karena Pemohon honor mengajar
di  XXXXX  padahal Pemohon sudah berusaha mengurus
kepindahan  Termohon, namun Termohon tidak mau dan
mengatakan “Termohon mau pindah ke XXXXX asalkan kedua
orang tua Pemohon keluar dari rumah Kkediamannya itu”,
padahal sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah
berjanji mau pindah mengajar dan tinggal di XXXXX

5. Bahwa orang tua Pemohon juga menyuruh (mengajak)

Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya supaya orang

tua Pemohon dapat membantu biaya kebutuhan rumah tangga,

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
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ermohon tersebut di

atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di
depan sidang Pengadilan Agama karena tidak mungkin
tercapai rumah tangga yang sakinah mawaddah  dan
rahmah ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas,
Pemohon  mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis
Hakim berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk
didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya

menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
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tidak
waki |
dengan alasan
yang sah, dan ke lima
Termohon hadir

Menimbang, telah menasehati
Pemohon agar mau hidup rukun kembali membina  rumah
tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh
karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan
permohonan Pemohon vyang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hadir pada
sidang ke tiga tanggal 24 Februari 2011 yakni pada sidang
tahap pembuktian lanjutan sedangkan Pemohon tidak hadir,
maka majelis tidak dapat memerintahkan Pemohon  dan

Termohon untuk melakukan mediasi tetapi Majelis telah

mendamaikan Pemohon dan Termohon di muka persidangan namun

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
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4. Bahwa Posita angka 6

memang i kenapa harus
pindah rumah;
(enam) tidak benar, karena
Termohon tidak pernah menyuruh orang tua Pemohon
keluar dari rumah tersebut, tetapi dahulu orang tua
Pemohon pernah mengatakan bahwa kalau Pemohon dan
Termohon pindah ke rumah itu, orang tuanya mau pindah
kemudian Termohon bilang nanti saja pindahnya kalau

orang tua Pemohon sudah pindah;

5. Posita angka 7 (tujuh) adalah benar, memang orang tua

Termohon sering usil dan Termohon menyarankan pemohon

agar jangan dimasukin ke hati;

6. Posita angka 8 (delapan) adal ah benar, tetapi

sebenarnya  Termohon sudah beberapa kali meminta

dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung Rl nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
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Eberatan
dengan
alasan- alasa

1. Bahwa Pemoho kepada Termohon
tetapi jumlahnya tidak tau lagi, hingga Pemohon hanya
sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah)

2. Bahwa selama ini Termohon menanggung asuransi untuk
anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per
bulan;

3. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak sebesar
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena  anak
tersebut sudah diasuransikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon  tersebut,
Termohon telah menyampaikan duplik yang sudah disetujui

oleh Pemohon yang intinya bahwa antara Pemohon dan
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

bersedia

permohona tertulis

berupa foto XXX IXXIX XXX

tanggal 28 Februa kan oleh Kantor
Urusan Agama XXXXX yang telah dicocokan dengan aslinya dan
dibubuhi materai secukupnya (bukti P);
Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis, Pemohon
telah pula mengajukan saksi- saksi yaitu
1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari,
dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena
saksi sebabagi tetangga Pemohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon harmonis, namun pada saat sekarang ini sudah

tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
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Disclaimer

pihal
SAKSI pekerjaan
dagang, tempa plpaten Batang Hari,

dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena
saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon harmonis, namun pada saat sekarang ini sudah
tidak harmonis lagi dikarenakan Pemohon dan Termohon
sudah pisah;

Bahwa saksi mengetahui dari keluhan Pemohon bahwa
penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon
dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau diajak

pindah ke rumah orang tua Pemohon;

dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung Rl nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan

Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
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dan menghadiri

antara Pemohon dan

Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon
dan termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon di  XXXXX
selama kurang lebih 2 (dua)
tahun ;

- Bahwa awalnya  keadaan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon
harmoni s, akan tetapi sejak
anak pertamanya baru berumur 4
(empat) bulan sudah tidak

harmoni s, dan  Pemohon  pergi
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ohon  dengan

pada  saat sekarang

sudah pisah rumah kurang lebih

3 (tiga) tahun lamanya dan

selama itu pula saksi pernah

melihat Pemohon mengunjungi

anaknya 1 atau 2 bulan sekali
untuk memberi uang jajan;

- Bahwa saksi sebagai tetangganya
sudah berusaha menasehat i
Pemohon dan  Termohon tetapi
tidak berhasil, dan saksi sudah
tidak sanggup lagi mendamaikan

kedua belah pihak;
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Disclaimer

dengan

abanan anak

pertamanya pllan sudah tidak
harmonis, lalu Pemohon meninggalkan Termohon ke
rumah orang tuanya;

- Bahwa penyebab perginya Pemohon ke rumah orang tuanya
tersebut  karena Termohon tidak mau ikut bersama
Pemohon untuk pindah rumah dari XXXXX ke XXXXX namun
Termohon tidak setuju karena mengingat anaknya masih
kecil;

- Bahwa saksi mendengar keluhan dari Pemohon dan
Termohon mengenai perselisihan rumah tangganya;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat

sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun

lamanya dan selama itu pula saksi pernah melihat
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Disclaimer

ang  jajan

persidangan
merupakan bag Bi o > S anggap termuat

dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
Konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah di rubah oleh Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun
2009, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konpensi hadir

pada sidang ke tiga tanggal 24 Februari 2011 pada tahap

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
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dikaruniai dan T, lahir
tanggal 11 Janua;ri
Menimbang, Bahwa oleh karena  Termohon Konpensi
berstatus PNS, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada
Termohon Konpensi untuk menyerahkan surat keterangan dari
pejabat atasan Termohon Konpensi untuk memenuhi  maksud
Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai  Negeri Sipil sebagaimana telah di rubah oleh
Peraturan  Pemerintah  Nomor 45 Tahun 1990 akan tetapi
sampai pada tahap sidang pembacaan putusan  Termohon
Konpensi tidak menyerahkan surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon  Konpensi

mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konpensi

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai

S dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Konpensi  yang
disampaikan pz;da erebut, Pemohon
Konpensi dalam repliknya secara lisan tidak menyanggahnya
oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon
Konpensi  tidak keberatan atas jawaban- jawaban Termohon
Konpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah
perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan  Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan
saksi- saksi yang berasal dari orang- orang dekat dengan

kedua belah pihak yaitu SAKSI 111, SAKSI IV keduanya telah

memberikan keterangan dibawah sumpah, jika dihubungkan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai

S dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Disclaimer

karenanya berdasark

tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan  bukti P, keterangan
Pemohon Konpensi, Termohon Konpensi dan jika dihubungkan
dengan keterangan saksi- saksi sebagaimana terurai di atas,
maka terbukti adanya fakta bahwa setelah marhabanan
anaknya yang baru berumur 4 (empat) bulan, Pemohon
Konpensi dan Termohon Konpensi mulai  tidak  harmonis,
disebabkan Termohon Konpensi tidak mau diajak pindah ke
rumah orang tua Pemohon Konpensi dengan alasan anaknya
masih  kecil, sehingga sejak bulan April 2008 Pemohon
Konpensi pergi meninggalkan Termohon Konpensi dan tinggal

di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang dan keduanya

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai
dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

tangga

perbuatan
tersebut meskip[m Alah SAT, namum
apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka
mempertahankan perkawinan dalam kondi si sebagaimana
tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbul kan
kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon Konpensi
tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi  Hukum

Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon Konpensi agar

diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i dapat

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai
dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ensi/Termohon
o ]
Konpensi mendal i Lk Rekonpensi /Pemohon

Konpensi selama meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Termohon

Konpensi sejak bulan April 2008 sampai dengan sekarang
tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat
Rekonpensi/Termohon Konpensi dan anak- anak sehingga

Penggugat Rekonpensi/Termohon  Konpensi menuntut nafkah
wajib yang tidak diberikan sejak bulan April 2008 sampai
dengan sekarang seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua
juta  rupiah), selain menuntut nafkah lalu Penggugat
Rekonpensi / Termohon Konpensi juga menuntut nafkah anak
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan
nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah merupakan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai

S dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

tersebut
akan tetapii ‘ e bnpensi  dalam
replik konpensi/fja 2lah keberatan atas
tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tersebut
dan hanya bersedia memberikan sesuai dengan kesanggupannya
sebagaimana dalam replik konpensi atau jawaban
rekonpensinya;

Menimbang, bahwa atas replik konpensi atau jawaban
rekonpensi Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, Penggugat
Rekonpensi/Termohon Konpensi telah memberikan replik
rekonpensi/duplik konpensi yang intinya menjelaskan telah
terjadi kesepakatan antara Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonpensi dan  Penggugat Rekonpensi/Termohon  Konpensi

sebagaimana yang ada dalam replik rekonpensi/duplik

konpensi pada duduk perkara;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai
dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Januari dan dalam
hadhanah/perﬁ ensi/Termohon
Konpensi maka se asi Hukum Islam,
biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dibebankan
kepada Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon
Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk untuk memberikan nafkah
iddah dan nafkah lalau sesuai kesepakatan antara Pemohon
Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat
Rekonpensi/Termohon Konpensi yaitu

1. Nafkah lalu/lampau  sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah);
2. Nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus

ribu rupiah) per bulan sampai anak lulus

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai
dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Rekonpensi ana Pemohon

onper s Penggugat

Konpensi/Terguda
Rekonpensi/Termohon

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan  Pasal 89 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3
tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi [/ Tergugat
Rekonpensi ;

Mengingat pasal - pasal peraturan perundang- undangan
yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara

ini ;

MENGADI LI

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai
dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Disclaimer

DALAM REKONFE

1.

Mengabulkan Rekonpensi/Termohon

Konpensi ;

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk

memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi

berupa

2.1. Nafkah Madiyah/lalu sejumlah Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah);

2.2. Nafkah anak minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak

tersebut menikah/hidup mandiri, yang pelaksanaannya

dimulai sejak perkara ini diputus;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai
dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

salinan

Nikah

SH., sebag 3 / JAg., serta

ANDI  MIA  AHN sebagai hakim

anggota. Putusan ter juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan
AKHMAD FAUZI, SHI., sebagai panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis
TTD
ASEP IRPAN HELMI, SH.

Hakim Anggota
Hakim Anggota
TTD TTD
SYARIFAH AINI, S.Ag.
ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI.

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai
dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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gadilan Agama

BAHARUDDIN DJALIL. SH.

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
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S dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
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